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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) proses penyelesaian perkara wanprestasi 
melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pangkajene, (2) Tingkat keberhasilan 
penyelesain perkara Wanprestasi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri 
Pangkajene, (3) Tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian perkara melalui Gugatan 
Sederhana. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan 
data yaitu melalui observasi dan wawancara hakim. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
(1) proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri 
Pangkajene diselesaikan sesuai dengan tahap penyelesaian perkara wanprestasi, akan tetapi 
kebanyakan perkara selesai ditahap mediasi dan penandatanganan akta perdamaian, (2) 
Penyelesain perkara Wanprestasi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri 
Pangkajene dapat dinyatakan efektif, hal tersebut dibuktikan dari 33 Perkara wanprestasi, 
hanya 2 perkara yang diselesaikan melewati batas penyelesaian perkara, (3) Beberapa Hadits 
yang disampaikan oleh beberapa perawi sejalan dengan penyelesaian perkara melalui gugatan 
sederhana yang dalam isinya mengandung anjuran untuk mempermudah urusan sesama 
manusia dan saling tolong menolong sesama saudara muslim. 
Kata Kunci: Efektvitas, Gugatan Sederhana, Wanprestasi. 
Abstract 
This study aims to determine, (1) the process of settlement of default cases through a simple 
lawsuit in the Pangkajene District Court, (2) The success rate of resolving the Default case in 
PERMA Number 4 of 2019 in the Pangkajene District Court, (3) Overview of Islamic law on 
the settlement of cases through Simple Suit. This type of research uses qualitative methods 
with data collection techniques through observation and interviews the judge. The results of 
the research show that (1) the settlement process of the default case through a simple lawsuit 
in the Pangkajene District Court was settled in accordance with the settlement stage of the 
default case, but most cases were completed in the mediation stage and the signing of the 
peace deed, (2) Settlement of the Default case in Perma Number 4 Year 2019 in the 
Pangkajene District Court can be declared effective, this is evidenced from 33 default cases, 
only 2 cases were resolved beyond the case settlement limit, (3) Some Hadiths submitted by 
several narrators are in line with the settlement of the case through a simple lawsuit which 
contains suggestions for simplify the affairs of fellow humans and help each other fellow 
Muslim brothers and sisters. 
Keywords: Effectiveness, Simple Lawsuit, Default. 
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A. PENDAHULUAN 
Seiring dengan banyak nya bentuk interaksi sosial antara manusia maka tidak dapat di 
hindari adanya kerjasama yang di dasari dengan perjanjian yang di lakukan oleh manusia 
namun apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya disitulah timbul yang 
namanya sengketa, salah satu bentuknya adalah sengketa perdata, sengketa perdata yang 
dimaksud adalah sengketa perdata yang menimbulkan kerugian antara salah satu pihak yang 
melakukan perjanjian contoh proses penyelesaian nya adalah dengan Gugatan Sederhana.1 
Mahkamah Agung RI kemudian mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 
Tahun 2015 yang telah di ubah dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 
tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana pada Agustus 2019, dengan di terbitkannya 
peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 ini dapat memudahkan penyelesaian 
perkara perdata khususnya dalam perkara ingkar janji (Wanprestasi) dan Perbuatan Melawan 
Hukum (PMH), dengan adanya Gugatan Sederhana ini dapat  memudahkan masyarakat yang 
ingin berperkara di pengadilan negeri, sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan 
kehakiman yang sederhana cepat dan biaya ringan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) 
UU No. 48 Tahun 2009. 
Istilah gugatan sederhana lazim disebut juga dengan small claim court, merupakan 
gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta 
rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.2 
Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar 
janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum (PMH). Perkara ingkar janji 
(wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, 
baik secara tertulis maupun tidak tertulis Misalkan A dan B melakukan jual beli terhadap 
suatu barang. Dalam perjalanannya, A telah menyerahkan sejumlah uang, namun B belum 
memberikan barang yang dijanjikan untuk diserahkan.3 
                                                             
1Abdul kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (PT.Citra Aditya Bakti,2012),h.10. 
 
2Mahkamah Agung  Republik indonesia, Buku Saku Gugatan Sederhana, Jakarta : Pusat Sudi Hukum 
dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Penelitian (LeIP), 
2015 h. 10-12. 
 
3Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,(Cet.I; Yogyakarta; Liberty,1988),h.33. 
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Perkara PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak karena 
tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Namun demikian, tidak semua 
perkara ingkar janji dan PMH dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana.4  
PERMA ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas 
peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih 
mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, oleh karena itu Mahkamah Agung 
menerbitkan PERMA Small Claim Court ini dalam upaya mewujudkan negara demokrasi 
modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. 
 Terbitnya Perma ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara yang ada di 
setiap pengadilan dengan adanya penyelesaian perkara dengan Gugatan Sederhana 
masyarakat yang ingin menyelesaikan perkrara tanpa menunggu waktu lama dan proses yang 
tidak berbelit-belit dan juga dengan biaya yang tidak mahal dapat mendaftarakan gugatannya 
dengan Gugatan Sederhana, apabila memang perkara yang dimasukkan sesuai dengan 
persyaratan Gugatan Sederhana maka akan di proses dengan mekanisme Gugatan Sederhana 
namun apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat Gugatan Sederhana maka secara langsung 
perkara akan di hapus dari register perkara Gugatan Sederhana dan hal tersebut tidak ada 
upayan hukum lanjutannya. Oleh karena itu, perkara perdata kecil yang nilai gugatan 
maksimal Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak perlu diajukan banding atau 
kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan terakhir.5 
Hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata ovreenkomst dalam bahasa 
Belanda atau istilah agreement dalam bahasa Inggris. Pengertian perjanjian menurut Pasal 
1313 Ayat (1) KUHPerdata disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.6 
Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: 
wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wanddad perbuatan buruk). Pelananggaran hak-
hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagimana 
diatur dalam pasal 1236 BW (untul prestasi memberikan sesuatu) dan pasal 1239 BW (untuk 
                                                             
4Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Bandung 2015, h. 235. 
 
5Urgensi Terbitnya PERMA Small Claim Court dapat dilihat di, http://www.hukumonline 
.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensiterbitnya-perma-small-claim-court/ di akses tanggal 05 
Oktober 2019 pukul 07:16 
6Dr. Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata,(Jakarta Rajawali Pres, 2014, h.179. 
 
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana 
Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pangkajene 
 
Rahmi Muliani, Rahma Amir 
 
QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020 | 172  
prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam pasal 1243 BW 
menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai mengganti 
kerugian.7 
Dalam pasal 1 angka 1 peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 
menjelaskan bahwa Gugatan Sederhana (small claim court) adalah tata cara pemeriksaan di 
persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak 
Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan 
pembuktian sederhana.8 
Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Indonesia telah ada sejak tahun 
2015, Keberadaannya secara yuridis formal hal ini ditandai dengan diundangkannya 
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhana, Namun pada Agustus 2019 PERMA ini mengalami perubahan menjadi 
PERMA No 4 Tahun 2019 Tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, Hal yang 
paling mendasar di antara perubahan tersebut adalah nominal jumlah Gugatan pada PERMA 
Nomor 2 Tahun 2015 jumlah nominal gugatannya adalah Rp.200.000.000 sedangkan pada 
PERMA Nomor 4 Tahun 2019 nominal gugatannya ditambah menjadi Rp.500.000.000.9 
A. Metode Peneletian 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan Teknik pengumpulan data 
yang digunakan, antara lain: 
1. Teknik Wawancara (interview), yaitu dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak 
yang terkait ataupun yang menangani perkara perdata. Antara lain Hakim di Pengadilan 
Negeri Pangkep yang memutuskan perkara ini, serta pihak yang turut andil terhadap kasus 
ini. 
Wawancara (interview) adalah situasi peran antara-pribadi bertatap-muka (face-to-
face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
                                                             
7 Soedaryo Soimin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,(Jakarta: Sinar Grafika, 2001),h.8-9. 
 
8Mahkamah Agung  Republik indonesia, Buku Saku Gugatan Sederhana, Jakarta : Pusat Studi Hukum 
dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Penelitian (LeIP), 
2015 h. 10. 
 
9Mahkamah Agung  Republik indonesia, Buku Saku Gugatan Sederhana, Jakarta : Pusat Studi Hukum 
dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Penelitian (LeIP), 
2015 h. 12. 
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dirancang untyk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian 
kepada seseorang responden. Adapun jawaban yang diperoleh penelitian dari Hakim Ketua 
Pengadilan Negeri Pangkep, bapak Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H. 
2. Teknik Keputusan, yaitu suatu Teknik penelahaan normative dari beberapa 
peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang berkaitan dengan 
kasus perdata, serta penelaaan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang di bahas 
pada kasus yang terkait. 
3. Dokumentasi, pada metode pengumpulan data atau dokumen yang diperoleh dari 
lokasi penelitian yaitu dokumen Jurisprudensi tentang penerapan Gugatan Sederhana dalam 
penyelesaian perkara Wanprestasi yang telah memperoleh hukum tetap. 
B. HASIL PENELITIAN 
A. Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana di 
Pengadilan Negeri Pangkajene. 
Secara umum Proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana di 
Pengadilan negeri Pangkajene mengikuti tahap penyelesaian gugatan sederhana pada 
umumnya akan tetapi kebanyakan perkara yang ditangani pengadilan negeri Pangkajene 
hanya sampai pada tahap mediasi selanjutnya dilakukan penandatangan keseepakatan 
perdamaian antara kedua belah pihak. Adapun tahap penyelesaian perkara wanprestasi di 
Pengadilan Negeri Pangkajene sebagai berikut : 
1. Pendaftaran 
Tahap pertama yaitu pendaftaran, Penggugat mendaftarkan gugatannya di 
kepaniteraan pengadilan. Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko 
gugatan yang disediakan di kepaniteraan.  
2. Pemeriksaan kelengkapan Gugatan Sederhana 
Tahap kedua yaitu pemeriksaan kelengkapan Gugatan Sederhana, Panitera melakukan 
pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana apabila tidak memenuhi syarat untuk di 
selesaikan dengan Gugatan Sederhana maka perkara secara langsung di hapus dari register 
perkara Gugatan Sederhana dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan.10 
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3. Penetapan Hakim dan penetapan Panitera Pengganti 
Tahap ketiga yaitu penetapan hakim dan penetapan panitera pengganti, Ketua 
pengadilan menetapka Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana. Panitera menunjuk 
panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Proses 
pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera penggganti 
dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari. 
4. Pemeriksaan Pendahuluan 
Tahap keempat pemeriksaan pendahuluan, Hakim memeriksa materi gugatan 
sederhana berdasarkan syarat apabila tidak memenuhi syarat untuk di selesaikan dengan 
Gugatan Sederhana maka perkara secara langsung di hapus dari register perkara Gugatan 
Sederhana dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan. 
5. Penetapan Hari Sidang 
Penetapan hari sidang dilakukan apabila ketua pengadilan telah menentukan apakah 
ini memang masuk dalam Gugatan Sederhana dan dapat dilakukan dengan pembuktian yang 
sederhana barulah ketua pengadilan menentukan hari sidang. 
Tahapan selanjutnya adalah peran Hakim, Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, 
Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para 
pihak; 
b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para 
pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan; 
c. Menuntun para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan; 
d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.11  
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6. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian 
Tahapan keenam adalah pemeriksaan sidang dan perdamaian, Pada hari sidang 
pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian, yang penulis dapatkan di lapangan semua 
perkara Wanprestasi yang di selesaikan dengan Gugatan Sederhana semua selesai dalam 
tahapan mediasi di persidangan dengan berhasilnya mediasi maka kedua belah pihak 
penggugat maupun tergugat menandatangani akta perdaimaian yang telah di buat oleh 
pengadilan. 
B. Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Masalah Wanprestasi dalam PERMA nomor 
4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Pangkajene 
Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 memiliki dampak positif terhadap 
penyelesaian perkara perdata gugatan sederhana di pengadilan pada umumnya tidak 
terkecuali di pengadilan negeri Pangkajene, peraturan tersebut sangat membantu hakim 
dalam menjalankan seluruh tahapan penyelesaian perkara. 
Berdasarkan data yag diambil oleh penulis. Dari 33 perkara wanprestasi yang masuk di 
pengadilan Negeri Pangkajene, dari 7 perkara yang diambil dua diantaranya proses 
penyelesaian perkaranya melewati 25 hari kerja. 
Pada proses penyelesaian perkara dampaknya sangat terlihat seperti penyelesan perkara 
yang singkat yang hanya 25 hari kerja, biaya perkara lebih murah, tidak menumpuknya 
perkara perdata di pengadilan negeri Pangkajene, dan memberikan kepastian hukum kepada 
masyarakat. 
Hal itu sejalan dengan yang disampaikan oleh narasumber (Hakim Pengadilan Negeri 
Pangkajene) yang diwawancarai oleh penulis. Narasumber mengatakan penyelesaian perkara 
wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan negeri Pangkajene sangat efektif. 
Pernyataan tersebut didukung oleh hasil persidangan yang kebanyakan proses 
penyelesaiannya berakhir dalam kurung waktu yang sesuai dalam PERMA nomor 4 tahun 
2019 yakni tidak melewati 25 hari kerja dan proses penyelesaiannya juga diakhiri dengan 
penandatanganan akta perdamaian oleh kedua belah pihak.  
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perkara Melalui Gugatan 
Sederhana 
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Seperti diketahui Gugatan Sederhana diatur dalam PERMA nomor 4 tahun 2019, dimana 
urgensi terbitnya PERMA tersebut agar proses perkara perdata di pengadilan khususnya 
perkara Wanprestasi yang nilai gugatan nya paling banyak Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta) 
dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana agar proses beracara di pengadilan dapat lebih 
cepat seingga para pencari keadilan dapat mendapatkan kepastian hukum dengan cepat, 
dengan adanya PERMA ini dapat memudahkan masyarakat yang ingin berperkara. Dalam 
islam kita dianjurkan untuk memberikan kemudahan kepada orang lain dan tidak 
mempersulitnya. 
Dalam sebuah hadits juga Nabi Muhammad Saw pernah berdoa, “ya Allah, barang siapa yang 
diberi tanggug jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka 
persulitlah hidupnya. Dan barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku 
lalu ia memudahkan urusan mereka mahka mudahkanlah hidupnya.(HR Muslim). 
 Hadis di atas sejalan dengan penyelesaian perkara gugatan sederhana yang 
mempermudah proses jalannya persidangan. Hal tersebut bisa dilihat dari setiap perkara yang 
diselesaikan. Seperti, biaya yang lebih murah, waktu yang lebig efisien, dan hasil persidangan 
yang kebanyakan bisa diterima oleh kedua belah pihak dengan kata lain kebanyakan 
perkaranya berujung damai yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan akta perdamaian 
oleh masing-masing pihak, baik tergugat 1 maupun tergugat 2. 
Dalam hadits lain yang disampaikan Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW telah 
bersabda: ‘Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka 
Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi 
kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan 
kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah 
akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama 
hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. 
 Dengan penyelesaian perkara gugatan sedrhana di pengadilan negeri Pangkajene 
secara tidak langsung menolong selesainya perkara antara kedua belah pihak, hal itu sejalan 
dengan hadits yang dikatakan oleh Abu Hurairah di atas bahwa Allah akan selalu menolong 
hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Jadi 
pengaplikasian hadits tersebut tergambarkan dalam proses penyelesaian perkara gugatan 
sederhana. 
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C. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Tahapan penyelesaian perkara wanprestasi melalaui Gugatan Sederhana di Pengadilan 
Negeri Pangkejene pada umumnya sama hal nya dengan yang diatur dalam PERMA 
nomor 4 tahun 2019, namun pada Pengadilan negeri Pangkajene kebanyakan perkara 
selesai hanya sampai tahap mediasi yang dilanjutkan dengan penandatanganan akta 
perdamaian oleh kedua belah pihak.  
2. Gugatan Sederhana dalam penyelesaian perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri 
Pangkajene sangat efektif dilihat dari 33 perkara yang masuk di Pengadilan hanya 
terdapat 2 perkara yang waktu penyelesaian pekaranya diatas 25 hari, selain itu proses 
beracara yang sederhana dan terbilang cepat lebih memudahkan hakim dan pencari 
keadilan dalam penyelesaian perkara dan lebih cepat dalam mendapat kepastian 
hukum. 
3. Salah satu hadits yang dijelaskan pada skripsi ini sejalan dengan penyelesaian perkara 
gugatan sederhana yang mempermudah proses jalannya persidangan di pengadilan 
negeri Pangkajene. Hal tersebut bisa dilihat dari setiap perkara yang diselesaikan. 
Seperti, biaya yang lebih murah, waktu yang lebig efisien, dan hasil persidangan yang 
kebanyakan bisa diterima oleh kedua belah pihak dengan kata lain kebanyakan 
perkaranya berujung damai yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan akta 
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